SALINAN

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR &2 TAHUN 2015

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 ' -

‘DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa scbagai pclaksanaan ketentuan pasal 7 Peraturan
Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016, maka perlu mencrapkan Peraturan
Bupati  Situbondo tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Bcelanja Dacrah Tahun Anggaran 2016
scbagai landasan opcrasional pclaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Talun ..1950 tentang
Pembentukan  Dacrah-dacrah  Kabupaten — dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 -dan
Berita Ncgal_'a Republik Indoncsia Tahun 1950 Nomor
41) scbagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara chubhk
Indoncsia Tahun 1965 Nomor 19, Tarmbahan Lc‘mbardn '
'Ncg,ara Republik Indonesia Nornor 2730); _

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kcuangan Ncgara (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 4286); ' :

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang blst(rn' |
Pendidikan -~ Nasional (L_Lmbaram Negara Republik
Indoncsia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lcmb_aran
Negara Republik Indoncesia Nomor 4301); ,

4.  Undang-Undang Nomor | Tahu_n 2004 'tcm.émg
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcepublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Kcuangan Necgara (l.embaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Pcrencanaan  Pembangunan — Nasional.
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, ’lambahdn lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421) ’

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Pcrimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pcmerintahan Dacrah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Necgara Republik
Indoncsia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5030);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5409 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik
Indoncsia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Dcsa (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan i.cmbaran Negara Republik
Indoncsia Nomor 5539);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana tclah beberapa kali diubah, terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lecmbaran Negara Republik Indonecsia Tahun 2015
Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat
Kedudukan Pemerintah Dacrah Kabupatcen
pPanarukan (Lembaran Necgara Republik Indonesia
Tahun 1972 Nomor 38);
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pcraturan  Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kcedudukan Kcuangan Kepala Dacrah dan
Wakil Kepala Daerah (L.embaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Kcuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.Daerah (Lembaran
Negara Rcpublik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indoncsia
Nomor 4416) sebagaimana tclah beberapa kali
diubah tcrakhir dengan Pcraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengclolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemcerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemcerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Kecuangan Dacrah scbagaimana
telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 (Lembaran Ncgara Republik Indoncsia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 4578); S

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pcdoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyclenggaraan  Pemcrintah  Daerah  (Lembaran
Ncgara Republik Indoncesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Pcnyclenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pcrtanggungjawaban Kepala Dazsrah kepada DPRD
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah kepada Measyarakat (Lembaran
Necgara Republik Indoncsia Tahun. 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomior 4693); |
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemcrintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Pcraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengclolaan Uang Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia
Nomor 4738); "

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Ivaluasi Penyelenggaraan Pemcrintahan
Dacrah (L.cmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indoncesia Nomor 4815);

Pcraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pcndanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Pcraturan Pemerintah Nomor 5 Tdhun 2009 tentang
Bantuan Kcuangan Kcpada Partai Politik (Lembaran
Ncgara Rcepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana tclah diubah dengan
Pcraturan Pcmerintah Nomor 83 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Inscntif
Pemungutan Pajak dan Retribusi Dacrah (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5161);

Pcraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standart Akuntansi Pemerintah (Lembaran Ncgara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Dacrah;

Peraturan Pemcrintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Dacrah (Lembaran Ncgara Rcepublik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tcntang
Dana Desa yang Bersumber dari  Anggaran
Pcndapatan dan Belanja Ncgara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 5558} scbagaimana telah diubah dengan
Pcraturan Pemerintah  Nomor ~ 22 -Tahun 2015
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Rcepublik
Indonesia Nomor 5694);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pcraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Dcsa (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2014° Nomor 123,
Tambahan LembBaran Negara Iicpublik Indonesia
Nomor 5539) scbagaimana {tclah diubah dengan
Pcraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lecmmbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor:9717);

Pcraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pcmbcentukan Peraturan
Pcrundang - Undangan;

Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Penéélolaan Keuangan
Dacrah, scbagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Tcknis Pengclolaan Barang
Milik Dacrah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Pcnunjang Operasional
Pimpinan- DPRD scrta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi = Intensif ~dan  Dana
Opcrasional; o
Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Dacrah;

Pcraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/
2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi
Dana Bagi Iasil Cukai Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD
scbagaimana tclah diubah, dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 20125

Peraturari Menieri Dalam Negeri-Nomor 64 Tahun
2013 teniang Penerapan  Standar  Akuntansi
Pemecrintahan Berbasis Akrual pada Pcmecrintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrati Tahun Anggaran
2016;

Peraturan Mentéri Keuangan Nomor : 133/PMK.07/
2015 {cntang Batas Maksimal Kumulatif Defisit
APBD, Batas Maksimal Dcfisit APBD dan Batas
Maksimal Komulatif Pinjaman Dacrah Tahun
Anggaran 2016;

Pcraturan Daerah "Kabupaten Situbondo Nomor 5
Tahun 2003 tentang Pcndirian Perscroan Terbatas
(PT) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah
Situbondo (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo
Tahun 2003 Nomor 5) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo
Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran _Dacrah Kabupaten
Situbondo Tahun 2007 Nomor 5);

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Kcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daecrah (DPRD) Kabupaten Situbondo
(Lembaran. Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005
Seri A Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5
Tahun 2005 (Lembaran Dacrah Tahun 2005 Scri A
Nomor 5):

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2006 tentang Kcdudukan Keuangan Kepala
Dacrah dan Wakil Kepala Daerah (Lcmbaran Dacrah
Kabupaten Situbondo, Seri K Normior 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4
Tahun 2006 tentang Bantuan Kcuangan Kcpada
Partai Politik (Lembaran  Dacrah  Kabupaten
Situbondo, Scri E Nomor 03);

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 17
Tahun 2006 tentang Pcrencanaan Pembangunan
Desa (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun
2006 Nomor 17);

Peraturan Iacrah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2008 tentang Urusan Pemecrintah Kabupaten
Situbondo (l.embaran Dacrah Kabupaten Situbondo
Tahun 2008 Nomor 2); __

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 4);
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Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 5
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kcbersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 5);
Pcraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 201! tentang Retribusi Ijin Mendirikan
Bangunan (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo
Tahun 2011 Nomor 6);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 7
Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 7);

. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8

Tahun 2011 tentang Retribusi Ijifl Trayek (Lembaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9
Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2011 Nomor 9);

. Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 10

Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011 Nomor
10);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11
Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
(Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 11); A

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12
Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo
Tahun 2011 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13
Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 14
Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelclangan
Ikan (Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun
2011 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 15
Tahun 2011 tentang Retribusi 1zin Usaha Perikanan
(I.embaran Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2011
Nomor 15);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 18
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Investasi Dacrah Kabupaten
Situbondo Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Dacrah
Kabupatcn Situbondo Tahun 2011 Nomor 18);




Menetapkan

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 20
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Dacrah Kabupaten
Situbondo Tahun 2011 Nomor 20);

Pcraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 24
Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kckayaan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun 2011 Nomor 24);

Peraturan Dacrah Kabupatcn Situbondo Nomeor 24
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
(Lcmbaran Dacrah Kabupaten Sityborido Tahun 2011
Nomor 24); N

Pcraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4
Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Situbondo Kepada Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 4);
Pcraturan Daecrah Kabupaten Situbondo Nomor 6
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 7
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  Kabupaten  Situbondo Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2015 Nomor 11});

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2015
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Situbondo Tahun 2016 (Berita Daerah
Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 22);

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penganggaran, Pclaksanaan dan
Pcnatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan,
Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah,
Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Bclanja Tidak
Terduga dan  Pengcluaran  Pembiayaan  yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Situbondo Tahtin 2016.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016




Pasal 1

Anggaran Pcndapatan dan Bcelanja Dacrah Tahun
Anggaran 2016 terdiri dari :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Ash Dacrah Rp. 163.808.258.579,64
b. Dana Pcrimbangan Rp.1.070.336.948.695,00
c. Lamn Lamn Pendapatan Dacrah o
yang Sah : Rp -~ 368.309.267.613,00
Jumlah Pendapatan Rp.1.602.454.474.887 64

2. Belanja
a. Beclanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai Rp. 783.384.923.618,28
Belanja Bunga Rp. 0,00
Belanja Hibah Rp.  4.496.990.000,00
Belanja Bantuan Sosial Rp.  1.000.000.000,00
Bagi Hasil Kepada Provinsi/
Kab/Kota dan Pemdes Rp 2.298.245.000,00
6. Belanja Bantuan Keuangan

b

g hw

Kepada Provinsi/Kota,

Pemerintahan Desa

dan Partai Politik Rp 184.995954.893,00
7. Belanja Tidak Terduga Rp.  4.500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.

980.676.113.511,28
b. Bclanja Langsung

1. Belanja Pegawai Rp 72.245.418.440,00
2. BelanjaBarangdanJasa  Rp. 295.158.769.333,00
3. Bclanja Modal Rp. 361.049.966.585,00

Jumlah Bclanja Langsung Rp. 728.454.154.358,00

Jumlah Belanja Rp.1.709.130.267.869,28
Surplus/ (IDefisit) Rp. (106.675.792.981,64)

3. Pembiayaan N
a. Penecnmaan Rp. 106.675.792.981,64

b. Pengeluaran Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Ncto Rp. 106.675.792.981,64

Sisa Lcbih Pembiayaan

Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran | dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
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Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bcelanja dacrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih

lanjut dalam Lampiran Il dan merupakan bagian yang !
tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran  Anggaran Pendapatan dan
Belanja daecrah sebagaimana yang ditetapkan dalam
peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
sesuail dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Pcraturan Bupati Situbondo ini mulai berlaku pada
tanggal ditctapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati - ini dalam
BeritaDaerah.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 § DEC 2015
Pj. BUPATI SITUBONDO,

”~

ZAINAL MUHTADIEN
Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 2 § DEC 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

YAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR £f2

/ sesuai dengan Aslinya.
s ANBAGIAN HUKUM
/,0: / \
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